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GUBERNUR PAPUA BARAT 

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT 

NOMOR 12 TAHUN 2022 

TENT ANG 

ELIMINASI MALARIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PAPUA BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa penyakit malaria merupakan penyakit menular 

yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di 
Indonesia terutama di Papua Barat sebagai penyebab 

angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta 
menurunkan produktivitas sumber daya manusia dan 

pem bangunan; 
b. bahwa dalam rangka mengurangi perkembangan, 

penyebaran dan pcnularan pcnyakit malaria di Provinsi 

Papua Barat perlu dilalrukan percepatan eliminasi 
malaria untuk rnencapai target eliminasi malaria 

nasional pada tahun 2030; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Pcraturan Gubcrnur tentang Percepatan 

Elirninasi Malaria. 

l. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pernbentukan Provinsi Irian Jaya Tcngah, Provinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lernbaran 



Negara .Kepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 3894) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

1999 tentang Pembentukan Provinsl Irian Jaya Tengah, 

Provinsi Irian .Iaya Barat, Kabupaten Paniai, 

Kabupaten Mimika, Kabupaten Puneak Jaya Dan Kota 

Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3960); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua [Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 

Tarubahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

tcntang Perubahan Kedua Atas Un<lang-Undang Nomor 
21 Tahuri 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 155, Tambahan Lembara.n Negara 

Republik Indonesia Nomor 6697); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembara.n Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lcrnbaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah bebera.pa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemcrintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang 

Pcngamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan; 



6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara 

Repu blik Indonesia Tahun 2013 Nornor I 28); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 

tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2015 

Tentang Pedornan Jejaring Dan Pemantapan Mutu 

Laboratorium Malaria (Serita Negara Repu blik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1858); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2018 

tentang Pelaksanaan Deteksi Dini dan Pemberian obat 
Anti Malaria Oleh Kader Malaria Pada Daerah Dengan 
Situasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1182); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 8 Tahun 2019 

Tcntang Pcmberdayaan Masyarakat Bidang Kcschatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 

272); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TEN'l'ANG PERCEPATAN 
ELIMINASI MALARIA 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pasa.J 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat. 

3. Gubernur ada.Jah Gubernur Papua Barat. 

4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten Zkota di wilayah Provinsi Papua 



Barat. 
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan 

Provinsi Papua Barat. 

6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kcpala Din as Kcschatan Provinsi Papua 

Barat. 

Kesehatan Dinas 7. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah 

Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat. 

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang sclanjutnya disebut Puskesmas adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dcngan 

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai 

derajat kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat. 

9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah. 
satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikclola 

dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna mernberdayakan 
masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam 

memperolch pclayanan kesehatan dasar untuk mempercepat pcnurunan 

angka kematian ibu dan bayi. 

10. Laboratorium adalah laboratorium yang melakukan pcmeriksaan malaria 

baik secara mikroskopis, RDT (1-?apid Diaqnostic Test) dan PCR 

(Polymerase Chain Reaction) atau teknologi pemeriksaan yang sctara 

dan Sequeneinq DNA (Deoxyribonucleid Acid). 

11. Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang selanjutnya disingkat ATLM 

adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium 

Mcdik atau Analis Kesehatan atau Analis Medis dan memiliki kompetensi 

melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk 

menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
12. Kornpetensi Mikroskopis Malaria adalah kemampuan ATLM dalam 

rnelaku'kan ident.ifikasi parasit malaria dengan tingkat level 1 

(expert), level 2 (reference), level 3 (advance) dan level 4 (basic), yang 

dikcluarkan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

13. Malaria adalah penyakit infcksi yang disebabkan oleh parasit 

Plasmodium sp yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah 

(eritrositj manusia. 



14. Eliminasi Malaria adalah pemutusan rantai penularan Malaria setempat 

pada manusia di wilayah tertentu secara berkesinambungan guna 
menekan angka penyakit serendah mungin agar tidak menjadi masalah 
kcsehatan, 

15. Obat Anti Malaria yang selanjutnya disingkat OAM adalah obat yang 

digunakan untuk pcngobatan malaria sesuai dengan standar pengobatan 

yang berlaku dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

16. Kasus Malaria adalah seseorang yang dalam darahnya positif 
mcngandung parasit Plasmodium (Pla.smodium falciparum, Plasmodium 
uiuax; Plasmodium. ovale, Plasmodium malariae dart Plaemodiurri knowlesi) 

baik melalui pemeriksaan mikroskopist, rapid diagnostic test atau jenis 
pemcriksaan malaria lainnya. 

17. Rapid Diagnostik Test yang selanjutnya disingkat RDT adalah 

pemeriksaan malaria dengan tes diagnostik cepat. 

18. Giemsa adalah bahan kimia standar untuk mewarnai parasit 

plasmodium penyebab malaria. 

19. Kasus Malaria impor yang selanjutnya disebut kasus impor adalah kasus 

Malaria yang berasal dari luar wilayah. 

20. Kasus Malaria indigenous yang selanjutnya disebut kasus indigenous 
adalah kasus Malaria yang bcrasal dari penularan di wilayah seternpat. 

21. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah kondisi yang 

ditandai dengan meningkatnya kejadian/kcmatian yang berrnakna secara 
epidemiologis di suatu daerah dalarn kurun waktu tertentu dan 

merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah, 

22. Daerah Reseptif adalah wilayah yang memiliki vektor malaria dengan 

kepadatan tinggi dan terdapat faktor lingkungan serta iklim yang 

menunjang terjadinya penularan Malaria. 

23. Surveilans Malaria adalah kegiatan pengamatan pada manusia dan faktor 

risiko yang sistematis clan terus menerus terhadap data dan informasi 

tentang kejadian Malaria dan kondtsi yang mernpcngaruhi terjadinya 

peningkatan dan penularan Malaria untuk memperoleh dan memberikan 

inforrnasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif 

clan efisien. 

24. Surveilans Migrasi adalah pengamatan yang terus menerus terhadap 

penduduk dengan riwayat perjalanan atau sedang melakukan perjalanan 

baik yang bersifat sernentara atau menetap dari atau ke daerah endemis 

malaria melewati batas administratif wilayah dengan rnelakukan 



kegiatan meliputi penernuan, pengambilan dan pcmeriksaan sediaan 
darah, penyuluhan, cross notification, monitoring dan evaluasi, serta 

pencatatan dan pelaporan. 

25. Tingkat Endemisitas adalah tingkat pcnularan Malaria oleh nyarnuk di 
satu kesatuan wilayah. 

26. Monitoring adalah upaya untuk memantau proses pelaksanaan kcgiatan 
Ellminasi Malaria yang dilakukan secara tcrus-rnenerus. 

27. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan percepatan 
Eliminasi Malaria yang dilakukan setiap tahun. 

28. Mitra adalah pihak yang rnelakukan interaksi dan inter relasi atau 
kcrjasama, 

29. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua atau lebih 
pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai 
kcwenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, 
mcmpcrcayai, berbagi pengelolaan, investasi dan sumber claya 

saline "' 
untuk 

program kesehatan, mernperolch kcuntungan bersama dari kegiatan yang 
dilakukan. 

30. Swasta adalah salah satu bagian dalam sektor ekonomi suatu negara 
yang terdiri dari kcgiatan di bidang badan usaha yang scbagian besar 

modalnya dikuasai olch pihak swasta dan tidak dikuasai oleh 
pernerintah. 

31. Kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta yang selanjutnya disingkat 
KPS adalah kerja sama pemerintah Daerah dan Swasta yang merupakan 
bentuk ikatan pendekatan komprehcnsif pclibatan sernua Iasilitas 

layanan kesehatan swasta dalam melakukan layanan pencegahan 
malaria dan tata laksana kasus Malaria. 

32. Bebas Malaria Kampung yang selanjutnya discbut Bela Kampung adalah 
suatu program percepatan rnenuju Papua Barat Bebas Malaria Tahun 
2027 yang secara agresif mernbebaskan kampung dari Malaria. 

33. Metode penyelidikan epidemiologi 1-2-5 adalah kegiatan yang harus 
dilakukan pada saat didapatkan kasus malaria maka pada hari 1 
(pertama) harus dilakukan pemeriksaan dan pengobatan serta notifikasi 
kasus ke tingkat lebih atas, rnulai hari 2 (kedua) sampai hari 4 (kccmpat) 
dilakukan penyelidikan cpidemiologi dan maksimal pada hari 5 (kclima) 
dilakukan penanganan sesuai hasil penyelidikan epidemilogi. 

34. Daerah dengan Situasi Khusus adalah daerah berupa dcsa, kampung, 
dusun, atau yang disebut dengan nama lain yang merniliki keterbatasan 



akses fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan perbekalan 
kesehatan. 

35. Kader Malaria yang selanjutnya disebut Kader adalah warga kampung 

yang sudah dilatib oleh pctugas Puskcsmas daJam upaya pengendalian 

Malaria dan bersedia bekerja secara sukarela untuk mernberdayakan 

masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan Malaria. 
36. Tim Koordinasi Eliminasi Malaria selanjutnya disebut Tim Koordinasi 

adalah suatu wadah koordinasi Iintas program dan Iintas sektor. 

37. Sertifikasi Eliminasi Malaria adalah pcnctapan Eliminasi Malaria pada 

suatu wilayah setclah rnelalui proses penilaian yang telah ditetapkan, 
38. Tim Pcnilai Eliminasi Malaria Papua Barat yang selanjutnya disebut Tim 

Penilai adalah tim yang mempunyai wewenang dan tugas dalam 

menentukan status pcncapaian tahapan eliminasi di Kabupaten/Kota 

dan Kecamatan/Distrik. 
39. Tim Penilai Eliminasi Malaria Tingkat Kabupaten/Kota yang sclanjutnya 

disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah tim yang anggotanya terdiri 

dari unsur internal dan eksternal yang mempunyai wcwenang dan tugas 

dalam menentukan status pencapaian tahapan eliminasi di tingkat 
distrik dan tingkat kampung. 

40. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kumpulan orang 

yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, operasional, 

pcngawasan dan evaluasi kegiatan menuju Eliminasi Malaria. 
41. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut .Ju kn is adalah panduan atau 

acuan yang digunakan oleh tenaga medis dalam penanganan tata 

laksana Malaria. 

42. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah 

lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengendalian 
Malaria. 

Pasal 2 

Tujuan dari peraturan Gubernur ini adalah terwujudnya Eliminasi Malaria di 

Provinsi Papua Rarat Tahun 2027. 

Pasal 3 

Sasaran dari peraturan Gubernur ini adalah: 
a. Pemerintah Daerah dan para Bupati/Wali Kota di Daerah; 
b. rumah sakit umum milik pemerintah da.n swasta, Puskesmas, Puskesmas 



pembantu, Posyandu dan fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun 
Swasta lainnya; 

c. tim penggerak pernbinaan kesejahteraan keluarga, pemuda, tokoh agama, 
tokoh masyarakat dan tokoh adat, kelompok dunia usaha, LSM, sekolah 

dan universitas, serta organisasi profesi; dan 

d. seluruh anggota kcluarga tcrutama kcluarga yang tinggal di daerah 

endcmis dan daerah risiko tinggi malaria mampu mengcnal, mencegah 

dan mengatasi gejala dini Malaria scrta mampu mcmbuat kcputusan 
untuk mencari pertolongan segera jika terinfeksi atau merasa terinfeksi 
penyakit malaria untuk mendukung pelaksanaan pcrcepatan Malaria. 

Pasal 4 

(1) Untuk mencapai Elimiasi Malaria sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 

dilakukan kegiatan penanggulangan Malaria secara bertahap pada 

masing-masing Kampung, Distrik dan Kabupaten/Kota di seluruh 

Provinsi Papua Barat. 

(2) Eliminasi Malaria dicapai berdasarkan kriteria: 
a. tidak ada kasus penularan setempat (indigenous) selama 3 (tiga) 

tahun berturut-turut; 
b. adanya sistern Surveilans Malaria yang optimal; dan 

c. adanya manajemen penanggulangan Malaria yang terpadu. 
(3) Kegiatan penanggulangan Malaria sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai denga.n tahapan dan Tingkat Endemisitas masing­ 

masing wilayah, terdiri atas: 
a. akseterasi untuk Tingkat Endemisitas tinggi; 
b. intensifikasi untuk 1'ingkat Endcmisitas sedang; 

c. pembebasan untuk Tingkat Endemisitas rendah; dan 

d. pemeliharaan untuk daerah bebas Malaria. 

(4) Tingkat Endemisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 

a. Tingkat Endemisitas tinggi dengan angka insiden Malaria tahunan 
lebih dari 5 (lima) per 1000 (seribu] penduduk; 

b. Tingkat Endemlsitas sedang dengan angka insiden Malaria tahunan 

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) per 1000 (seribu] penduduk; 

c. Tingkat Endernisitas rendah dengan angka insiden Malaria tahunan 
kurang dari l (satu) per 1000 (seribu) penduduk; dan 

d. bebas Malaria dengan kriteria tidak ditemukan Kasus dengan 

penularan sctcmpat sclama 3 (tiga) tahun bcrturut-turut dan tclah 



mendapat Sertifikat Eliminasi Malaria. 

(5) Akselerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan 

upaya pcrccpatan untuk menurunkan kasus sampai angka insiden 

Malaria tahunan menjadi kurang dari 5 (lima) per 1000 (seribu) 

penduduk, 

(6) lntensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan 

upaya pengurangan jumlah kasus di daerah penularan setempat sampai 
angka insiden malaria tahunan menjadi kurang dari 1 (satu) per 1000 

(seribu) penduduk. 

(7) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan 

upaya penghentian penularan kasus setempat sampai mendapat 

sertifikat bebas Malaria. 

(8) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan 
upaya pencegahan penularan kasus setempat untuk mempertahankan 

status bebas Malaria. 

(9) Kegiatan penanggulangan Malaria dilaksanakan melalui: 

a. promosi kesehatan: 
b. Surveilans Malaria; 

c. pengendalian fakt.or risiko; dan 

d. tata laksana kasus 
(10) Kegiatan penanggulangan Malaria sebagairnana dimaksud pada ayat (9) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB II 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI TIM KOORDINASI 

Bagian Kesatu 
Pembcntukan 

Pasal 5 

Tim koordinasi dibentuk dan ditetapkan dcngan keputusan Gubernur. 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal6 

Tim koordinasi berkcdudukan di ibukota Provinsi. 



Bagian Ketiga 

Organisasi 

Pasal 7 

(1) Struktur organisasi Tim Koordinasi terdiri dari: 

a. Penanggungjawab: Gubernur; 
b. Ketua umum: Sekretaris Daerah; 

c. Ketua pelaksana: Kepala Dinas Kesehatan; 

d. Sekretaris: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalaian Penyakit; 

da.n 

e. Pokja. 

(2) Pokja sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf e terdiri dari: 

a. Pokja I (Surveilans Malaria); 

b. Pokja II (Promosi Kcsehatan]; 

c. Pokja Ill (pengendalian faktor risiko]: 

d. Pokja IV (tata laksana kasus); dan 

e. Pokja V (surnber daya kesehatan]. 

(3) Anggota Pokja sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) berjumla.h paling 

banyak 8 {delapan) orang yang terdiri <lari 1 (satu] orang ketua dan 7 

(tujuh) orang anggota operasiona.l. 

(4) Sekretariat tim koordinasi berkeduduka.n di ka.ntor Gubernur. 

Pasal 8 

(I) Tim Koordinasi dibentuk di setiap Kabupaterr/Kota. 

(2) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati/Wali Kota. 

(3) Tim Koordinasi melakukan fungsi pcndampingan dan pcmbinaan 

tcrhadap Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Tingkat Kabupaten/Kota. 

Bagian Kccmpat 

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Koordinasi 

Pasal 9 

(1) Tim Koordinasi bertugas dan bertanggungjawab: 

a. mela.kukan koordinasi penanggulangan Malaria; 

b. mengada.kan rapat evaluasi mengenai perkemba.ngan program 

Eliminasi Malaria; 



c. rnelakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pcnanggulangan 

Malaria; dan 

ct. menyusun dan menyampaikan laporan tcrtulis tahunan kepada 

Gubemur. 

(2) Pokja, sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (2) bertugas clan 

bertanggung jawab: 

a. melakukan upaya program penanggulangan Malaria pada unit kerja 

masing-masing; 

b. melakukan kcrjasama dan mcngadakan konsultasi dcngan organisasi 

rnasyarakat yang terkait dengan pcnccgahan dan penanggulangan 

Malaria; 

c. menyusun strategi Juklak dan J uknis tentang pencegahan clan 

penanggulangan Malaria; 

d. mengembangkan dan mcnerapkan sistcm data dan informasi 

Eliminasi Malaria; dan 

e. membuat dan menyampaikan laporan tertulis dua kali dalam 

setahun kcpada ketua umum Tim Koordinasi. 

13AB III 

SERTIF'IKASI BLIMlNASI MALARIA 

Pasal 10 

(1) Untuk wilayah yang berhasil memenuhi kriteria Eliminasi Malaria 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan Sertifikasi Eliminasi 

Malaria. 

(2) Sertifikasi Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l J 

dilaksanakan ditingkat kampung, distrik, dan Kabupaten/Kota. 

(3) Pernberian Sertifikat Eliminasi Malaria tingkat kampung diberikan oleh 

Rupati/Wali Kota, tingkat distrik diberikan oleh Gubernur, dan tingkat 

Kabupaten/Kota diberikan oleh menteri kesehatan. 

(4) Pemberian sertifikat diberikan dalam setiap agenda perayaan hari 

kesehatan. 

Pasal 11 
Dalarn melakukan Sertifikasi Elirnasi Malaria, Gubemur atau Bupati/Wali 
Kota membentuk tim penilai Elirniaai Malaria. 



Pasal 12 

(1) Dalam pelaksanaan Sertifikasi Eliminasi Malaria tingkat kampung, 

distrik, dan Kabupaten/Kota dilakukan proses pcnilaian. 

(2) Distrik atau Kabupaten/Kota yang telah menerima Sertifikasi Eliminasi 
Malaria wajib melakukan kegiatan perneliharaan daerah bebas Malaria. 

(3) dalam hal kampung, distrik, atau Kabupaten/Kota tidak melakukan 

upaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) schingga 

terjadi pcnularan setempat selama 2 (dua) tahun berturut-turut maka 
Gubernur dapat mernberikan sanksi berupa peringatan/teguran tcrtulis, 
mencabut atau mernbatalkan Sertifikasi Elirninasi Malaria. 

8.1\B IV 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI TIM PENILAI 

Bagian Kesatu 

Pembentukan 

Pasal 13 

(1) Dalam hal pelaksanaan Sertifikasi Eliminasi Malaria tingkat Provmsi 

dibentuk Tim Penilai. 

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibentuk dan ditetapkan 

dengan kcputusan Gubernur. 

Bagian Kedua 

Kedudukan 

Pasal 14 

Tim Penilai berkedudukan di ibukota Provinsi. 

8agian keuga 

Organisasi 

Pasal 15 

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari: 

a. Pcnasehat: Gubcrnur; 

b. Pembina: Kepala Dinas Kesehatan; 
c. Ketua: Kepala Bidang yang menangani pencegahan dan 



pengendalian penyakit; 

d. Sekretaris: Kepala Seksi yang menangani pencegahan dan 
pengendalian penyakit menular; dan 

e. Anggota. 

(2) Anggota Tim Penilai berjumlah paling banyak 11 (scbelas) orang. 

(3) Anggota Tim Penilai terdiri dari: 
a. pcrwakilan Dinas kcschatan scbanyak 2 (dua) orang; 

b. perwakilan akademisi sebanyak 2 (dua) orang; 
c. pcrwakilan organisasi profcsi scbanyak 2 (dua) orang; 
ct. perwakilan LSM sebanyak 2 (dua) orang; 
e. perwakilan media sebanyak 2 (dua) orang; dan 

f. perwakilan lintas sektor sebanyak 2 (dua] orang. 

Bagian Keempat 
Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penilai 

Pasal 16 

(1) Tim Penilai bertugas dan bertanggung jawab: 
a. melakukan penilaian awal terhadap Kabupatcn/Kota yang scsuai 

pentahapan teknis dan standar tcknis sebagaimana dalam lampiran 
peraturan Gubernur ini; 

b. memverilikasi laporan dan data yang diberikan oleh Kabupaten/Kota 
dengan melakukan penilaian melalui data primer maupun sekunder; 

c. rnelakukan penilaian terhadap persyaratan yang harus dipenuhi 
untuk mendapatkan sertifikat Elimlnasi Malaria Kabupaten/Kota 
dan distrik; dan 

d. menyampaikan hasil penilaian dan evaluasi kepada Gubernur dan 
Menteri sebagai dasar pcrtirnbangan penerbitan sertifikat Eliminasi 

Malaria. 



BABV 

STRATEGI PERCEPATAN ELIMINASl MALARIA 

Bagian Kesatu 

Strategi 

Pasal 17 

(1) Strategi utama percepatan Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui 

program Bela Kampung. 

(2) Bela Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

strategi: 
a. menyerang; dan 

b. bertahan. 

(3) Strategi menyerang sehagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a 

dilakukan selama 2 (dua) bulan terhadap kampung yang mempunyai 

kasus Malaria ctalam l (satu) tahun terakhir dan mcrupakan kampung 

reseptif sampai tidak ditemukan kasus indigenous. 

(4) Strategi bertahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilakukan pada kampung yang sclama 2 bulan berturut-turut tidak 
ditemukan kasus indigenous dengan memberlakukan Metode 

Penyelidikan Epidemiologi 1-2-5. 

(5) Kegiatan strategi menyerang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

meliputi: 
a. mass blood eurueu atau pemeriksaan darah Malaria pada semua 

penduduk di kampung dengan target minimal 90% (sembilan puluh 

persen) pcnduduk diperiksa dan apabna nasu positif Malaria, segera 

diberikan pengobatan sesuai standar; 

b. pendampingan pengobatan sarnpai tuntas; 
c. pengendalian vektor berupa penyemprotan rumah (indoor recidual 

spraying) dan larvasidinq pada genangan air, pelaksanaan survci 

dan pcmbagian kelambu; 
d. pelaksanaan kornunikasi informasi dan edukasi dan pemetaan 

daerah reseptif dengan metode partisipatoru learning action; 
e. pemantauan perkernbangan kasus selarna 2 (dua) bulan sampai 

kasus Malaria berhenti. 

(6) Kegiatan strategi bertahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

meliputi: 



a. setiap diternukan penduduk bergejala Malaria, pada hari kesatu 
harus segera dilakukan pemcriksaan malaria dan jika positif segera 
dilakukan pengobatan, hari kcdua sampai dengan maksimal pada 

hari keempat dilakukan penyelidikan epiderniologi dan maksimal 
hari kelima sudah dilakukan intervcnsi tcrhadap faktor perilaku dan 
lingkungan; 

b. pengawasan dilakukan selama 2 (dua] bulan; dan 

c, pertemuan rutin kampung dan menjaga kebersihan lingkungan di 
kampung. 

Bagian Kedua 

Tugas dan Tanggungjawab 

Pasal 18 
(1) Tugas dan tanggungjawab Provinsi terdiri dari: 

a. mernbentuk tim pendamping dan penilai eliminasi tingkat 
kabupaten; 

b. melatih dan menyiapkan tim Bela Kampung tingkat kabupaten; 
c. membantu kabupaten membentuk tim Bela Kampung tingkat 

Puskesrnas; 

d. rnenjamin ketersediaan logistik, sistcm pelaporan dan sumber daya 

manusia memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

e. mclakukan pendarnpingan dan evaluasi tingkat kabupatcn dan 
Puskesmas; dan 

f. mengeluarkan Sertifikat Bebas Malaria tingkat distrik. 

(2) Tugas dan tanggungjawab Kabupaten/Kota terdiri dari: 
a. membentuk tim pcndamping dan penilai eliminasi tingkat distrik; 
b. membetuk dan meningkatkan kapasitas tim Bela Kampung 

Puskesmas; 

c. mendampingi pelaksanaan, pernberdayaan, skrining dan pengobatan 
massal, pemetaan vektor dan pcngcndalian vektor; 

d. melakukan penyelidikan epidemiologi tingkat kabupaten; 
e. rneningkatkan kualitas layanan di Puskesmas, rurnah sakit dan 

layanan Swasta; 

f. menjamin ketersediaan logistik. sistcm pclaporan dan sumber daya 
manusia memenuhi standar scsuai kctentuan peraturan perundang- 



undangan; 

g. melakukan penilaian Eliminasi Malaria tingkat kampung; 

h. mcmbcrikan scrtifikasi Eliminasi Malaria tingkat kampung. 

(3) Tugas dan tanggungjawab Puskesmas terdiri dari: 

a. mcmbcntuk tlm Bela Kampung tingkat Puskcsmas; 

b. melakukan intervensi dengan skrining massal dan pengobatan 
minimal 95% (scmbilan puluh lima persen) serta pemantauan 

sclama 2 (dual bulan untuk kampung dcngan kasus lcbih dari 5 

(lima) dan pemantauan selama 2 (dua) bulan untuk kampung 

dengan kasus 1 [sat u) sampai clengan 5 (lima); 

c. memastikan adanva layanan penanganan malaria di tingkat 
kampung oleh petugas maupun Kader; 

ct. memastikan diagnosa dan pengobatan sesuai dengan standar yang 

berlaku; 

e. melaksanaan pernberdayaan masyarakat; 

f. melakukan pcmetaan faktor rcsiko dan pcngcndalian vektor; 

g. mcningkatkan kapasitas tim Bela Kampung; 

h. mengajukan pcnilaian Eliminast Malaria tingkat kampung; 

1. memberikan sertifikasi Eliminasi Malaria tingkat kampung;. 

(4) Tugas dan tanggung jawab Kampung terdiri dari: 

a. mernbetuk tlm Bela Kampung; 
b. menyiapkan Kader dnn memberikan insentif Kader; 

c. menghilangkan ternpat perindukan nyamuk; 

d. memastikan masyarakat mendapat dan memakai kelambu untuk 

daerah kampung cndcmis scdang dan tinggi; 

e. membuat peraturan kampung bebas malaria; 

f. membantu pelaksanaan pemetaan faktor resiko dan pengendalian 

vektor; 

g. melaporkan setiap ada kasus malaria kepada Kader dan petugas. 



BAB VI 

KADER MALARIA 

Ragian Kesatu 

Pembentukan 

Pasal 19 

(1) Untuk percepatan Eliminasi Malaria dibentuk Kader di karnpung. 

(2) Kader sebagaimana dimaksud pada 8Y8J (1) dipilih oleh musyawarah 

masyarakat kampung dan ditetapkan oleh keputusan kepala karnpung. 

(3) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat 

keputusan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten z kota. 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal 20 

Kader berkedudukan di kampung di mana kader tersebut bertempat tinggal, 

bertanggung jawab kepada kepala kampung dan dibina oleh Puskesmas 

setempat. 

Bagian Ketiga 
Peran dan Tugas 

Pasal 20 

(1) Kader mempunyai peran: 
a. mencari kasus malaria dan pengawasan minum obat malaria di 

kampung binaannya; 
b. mengajak dan mernbantu masyarakat dalarn pengendalian nyamuk; 
c. mengawasi pemakaian kelambu clan mengajak masyarakat untuk 

memakai kelambu; dan 
ct. terlibat dalam pelaksanaan Surveilans migrasi Malaria. 

(2) Kader mernpunyai tugas bulanan: 
a. memberikan informasi secara aktif ke masyarakat mengenai malaria, 

pencegahan malaria, pengendalian vektor nyamuk dan peran kadcr 

Malaria di kampung; 
b. membuatjadwal kunjungan rumah untuk satu bulan; 



c. membuat jadwal kunjungan tempat perkernbangbiakan nyamuk 

untuk satu bulan sesuai kriteria wilayahnya; 
d. membuat laporan bulanan dan menyerahkan laporan kepada 

koordinator program Malaria Puskesmas; 

e. menghadiri pertemuan rutin bulanan di Puskesmas; dan 

f. bekerja sama dan rnembantu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh 
adat dan pemerintah kampung untuk pengendalian nyamuk, 

pernbersihan tempat perindukan nyamuk, pcngaliran gcnangan air 

dan pengawasan jentik nyamuk. 

(3) Kader mempunyai tugas harian: 

a. mengunjungi rumah penduduk sesuai jadwal kunjungan; 
b. mcngambil darah jari penderita demarn/gejala Malaria lainnya 

untuk pcmeriksaan RDT dan atau pembuatan sediaan darah 

tebal/tipis; 
c. Mengirim sediaan darah sebagaimana disebutkan pada bagian b ke 

Puskesmas untuk diperiksa dalam waktu maksimal 1 x 24 jam 

(satu ka.li dua. puluh ernpat jam), apabila lebih dari l x 24 jam (satu 

kali dua puluh empat jam) maka sediaan darah tersebut harus 

dilakukan pengecatan giernsa oleh Kader; 

ct. Apabila pemeriksaan sediaan darah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf c lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat 

jam) maka sediaan darah tersebut harus dilakukan pengecatan 

Giemsa oleh Kader; 
e. mencatat kasus Malaria yang ditemukan berdasarkan nama, umur 

jenis kelamin dan alarnat Iengkap; 
f. melaporkan setiap kasus yang ditemukan kepada koordinator 

program Malaria Puskesmas maksimal dalam waktu 1 x 24 jam 

(satu kali dua puluh empat jam); 

g. menyerahkan obat sesuai perintah dokter/perawat/bidan; 
h. membantu pcngawasan minum obat Malaria; 

i. mengambil darah ulang pada jari penderita demam/gejala malaria 
lainnya untuk pemeriksaan RDT clan atau pembuatan scdiaan darah 

tebal/tipis; 

J. memberikan obat anti malaria kepada penderita Malaria yang hasil 

tes RDT positif malaria sesuai dengan ketentuan pengobatan Malaria 

di kampung yang termasuk Daerah Situasi Khusus; 

k. mengambil darah jari dari penderita dernam/geiala Malaria lainnya 



bagi pcnduduk yang baru datang dari luar karnpung/ 

distrik/Kabupaten/Kota/Provinsi; 

I. melihat dan mencatat kelambu yang ada di masyarakat apakah 

dipakai atau tidak, apabila tidak dipakai maka Kader wajib 

mengajak untuk mcmakai kclarnbu; 

m. mendatangi dan memeriksa ternpat perkembangbiakan nyamuk 

setiap dua minggu sekali dan mcncatatnya scsuar dengan formulir 

laporan; dan 
n. bila menemukan tempat pcrkembangbiakan nyamuk yang terdapat 

jentik nyarnuk Anopheles, segera melaporkan ke Puskesmas dan 

mengajak masyarakat setcmpat untuk menghilangkan tempat 

perkembangbiakan nyamuk tersebut. 

Bagian Kcempat 

Pela po ran 

Pasal 22 

()) Kader harus melakukan pencatatan dan pclaporan pelaksanaan kegiatan 

deteksi dini dan pemberian obat anti Malaria pada daerah dengan situasi 

khusus. 

(2) Kader melaporkan hasil kerjanya kepada kepala ka.mpung dan 
setelah setcmpat Puskesmas koordinat.or program Malaria 

ditandatangani kepala kampung. 

(3) Rekapan laporan bulanan Kader disampaikan kepada kepala distrik oleh 

koordinator program Malaria Puskesmas, ditandatangani oleh kepala 

distrik dan diserahkan kepada Dinas Kabupaten/Kota: 

(4) Rckapan laporan bulanan Kader yang diserahkan kepada Dinas 

Kabupaten/Kota, diveriflkasi olch Kepala Bidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit dan diserahkan kepada Tim Koordinasi bahan 

laporan kepada Gubernur. 

(5) Pencatatan dan pelaporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan menggunakan format yang telah dilatih dan 

disepakati. 



!3agian Kellina 

Monitoring dan Evaluasi 

Pasal 23 

(1) Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (1), Dinas Kabupaterr/Kota dan Puskesmas 

seternpat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan deteksi 

dini dan pemberian OAM pada Daerah dengan Situasi Khusus. 

(2) Monitoring clan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan melakukan tindak 

lanjut yang dibutuhkan. 

8/\8 VII 

KEBI,JAKAN PEREDARAN OBAT MALARIA 

Pasal 24 

(1) Untuk mcndukung terlaksananya percepatan Eliminasi Malaria, 

Pernerintah Provlnsi dan Kabupaten/Kota wajib menjamin ketersediaan 

dan keterjangkauan OAM sesuai dengan standar Kement.erian Kesehatan 

di Pelayanan Kesehatan Pernerintah maupun Swasta melalui Dina.s 

Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota. 

(2) Dinas Kcsehatan Provinsi atau Kabupatcn/Kota berwenang untuk 

mengatur dan mengawasi peredaran dan penjualan obat Malaria di 

apotek, toko obat, klinik pemerintah maupun Swasta sesuai dengan 

ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Apotek, klinik, dan rumah sakit Swasta tidak bolch menjual bebas OAM 

tanpa rescp doktcr. 

(4) Apoteker, pengelola apotek, dan pengelola toko obat wajib 
memberitahukan kepada masyarakat yang menderita demam dan 

hendak mcmbcli OAM untuk melakukan perneriksaan darah ke tenaga 

medis sebelum membeli OAM secara bebas. 



BAB VIII 

LABORATORIUM 

Bagian Kesatu 
Diagnostik Malaria 

Pasal 25 
(1) Diagnostik Malaria dilakukan dengan pemeriksaan Laboratorium oleh 

ATLM. 

(2) Tenaga ATLM yang melakukan pemeriksaan Mikroskopis Malaria 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai kompetcnsi 
mikroskopis malaria minimal level 3 (aduan<'..e). 

(3) Apabila Layanan Laboratorium tidak memiliki tenaga ATLM sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) maka layanan tersebut wajib menggunakan RDT 
dan tidak melakukan pemeriksaan mikroskopis Malaria. 

(4) Hasil pemeriksaan Laboratoriurn menjadi dasar pernbcrian OAM. 

Bagian Kedua 

Jejaring Laboratorium 

Pasa126 

(1) Dalam rangka rujukan pelayanan dan pernbinaan Laboratorium 
Malaria harus dibentuk jejaring laboratorium Malaria. 

(2) Jejaring Laboratorium Malaria sebagaimana dilnaksud pada ayat (1) 

merupakan suatu jaringan Laboratorium yang melaksanakan 
pelayanan kepada pasien yang diduga Malaria sesuai jenjangnya 
mulai dari pcmeriksaan di Laboratorium pelayarian sarnpai dengan 

Laboratorium rujukan tingkat nasional untuk menunjang program 

pengendalian rnenuju Elim inasi Malaria dan melaksanakan 

pembinaan secara berjenjang. 
(3) .Jejaring Laboratorium malaria sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) terdiri atas: 

a. Laboratorium pclayanan; 
b. Laboratorium rujukan tingkat. Kabupaten/Kota; dan/atau 
c. Laboratorium rujukan ringkat Provinsi. 

(4) Laboratoriurn pelayanan seba14aunana dimaksud pada aya t (3) 

huruf a terdiri atas: 



(5) 

a. Laboratorium klinik; 
b. Laboratorium di Puskcsrnas; 

c. Laboratorium di klinik; 
d. Laboratorium di rumah sakit; 

e. Laboratoriurn di kantor kesehatan pelabuhan; 
f. Laboratorium di unit transfusi darah; 

g. Laboratorium kesehatan daerah Kabupaten/Kota; 

h. Laboratorium kesehatan Dacrah; 

1. Balai laboratorium kesehatan; dan 

J. Malaria senter. 
Laboratorium rujukan tingkat Kabupatcn/Kota 

dimaksud pada ayat (3) huruf b ditctapkan oleh 

sebagaimana 
kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota yang dapat berasal dari: 
a. Laboratoriu m kcschatan daerah Kabupaten/Kota; 

b. Laboratoriurn kcschatan Daerah; dan/atau 

b. Balai Laboratoriurn kesehatan 

c. Malaria senter. 

(6) Laboratoriurn rujukan Kabupaten/Kota yang melaksanakan 

Pernantapan Mutu Eksternal clitetapkan oleh kepala Dinas. 

(7) Laboratorium rujukan tingkat Provinsi scbagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh kepala Dinas yang meliputi: 

a. laboratorium kesehatan Daerah; 

a. Balai Laboratorium kesehatan; dan/ atau 

b. Malaria senter. 

(8) Persyaratan Laborat.oriurn rujukan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, 

Bagian Ketiga 

Kebijakan Mutu Layanan 

Pasal 27 

(1) Laboratorium wajib mcnjalankan kebijakan mutu pelayanan yang 

ditetapkan melalui pemantapan mutu internal, pemantapan mutu 

eksternal dan peningkatan mutu. 

(2) Pemantapan mutu internal, dan peningkatan mutu sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( l) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 



perundang-undangan. 
(3) Pernantapan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh 
pihak lain di luar Laboratorium yang bersangkutan untuk 

memantau dan menilai penampilan suatu Laboratoriurn dalam 

bidang pcmcriksaan Malaria. 
(4) Pemantapan mutu eksternal Laboratorium Malaria scbagaimana 

dunaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara: 
a. uji silang mikroskopis; 
b. birnbingan teknis; <Ian 

c. tes panel/tes profisiensi. 

Ragian Ketiga 

Pembina.an 

Pasal28 

Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaterr/Kota wajib 

melakukan pembinaan tcrhadap Laboratorium layanan dan Laboratorium 

rujukan. 

BAB IX 
,JEJARING KEl:<JA DAN KEMITRAAN 

Pasal29 

( 1) Dalam rangka pcrcepatan Eliminasi Malaria, dibangun dan 

dikembangkan jejaring kerja dan kemitraan antara instansi pemerintah 
dan pemangku kepentingan, baik di PRovinsi, Kabupaten/Kota, maupun 

di distrik. 
(2) Jejaring kerja dan kemitraan salah satunya dilakukan melalui kerja 

sama Pemerintah dan Swasta. 



HAii X 
KEDUDUKAN, OBJEK, RUANG LINGKUP, HAK DAN KEWAJIBAN KPS 

Bagian Kesatu 

Kcdudukan KPS 

Pasal 30 
KPS berkedudukan di wilayah keria Dinas Kesehatan Kabupatcn/Kota, dan 

bertanggungjawab kepada Dinas Keschatan Kabupaten/Kota. 

Bagian Kedua 

Objck KPS 

Pasal 31 

Objek KPS tcrdiri dari pelayanan OAM dan pengendalian logistik Malaria di 

sarana apotek. 

Bagian Kctiga 

Ruang Lingkup KPS 

Pasal 32 

Ruang lingkup kerja sama KPS meliputi: 
a. penyediaan jenis OAM pada sarana apotik sesuai dengan kebijakan 

pengelolaan dan tata laksana kasus Malaria; 

b. pcnetapan apotek yang dilibatkan dalam kcrja sama; 

c. sosialisasi; 

d. pelaksanaan; 
e. evaluasi pelayanan kesehatan khususnya progran1 Malaria; dan 

f. pembuatan laporan. 

Bagian Keempat 
Hak KPS 

Pasal 33 

Mendapatkan OAM dari perncrintah sesuai dengan standar operasional 

prosedur pengobatan kernenterian kcsehatan. 



Bagian Kelima 

Kewajiban KPS 

Pasal34 

(1) Memberikan laporan penerimaan dan penggunaan OAM kepada Dinas. 

(2) Wajib mengikuti sosialisasi mengenai tata laksana kasus Malaria. 

(3) Memberikan OAM kepada konsumen apotik yang menunjukkan hasil 

pemeriksaan laboratorium baik mikroskopis, RDT dan/atau PCR positif 

Malaria dengan resep dokter. 

BAB XI 

PERAN SERTA LINTAS SEKTORAL, SWASTA, MITRA, PEMERINTAH KAMPUNG 

DAN MASYARAKA'T', SF:R1'A PEMF:RINTAH DARRAH 

Bagian Kcsatu 

Peran Serta Lintas Sektoral 

Pasal 35 

(1) Lintas sektoral berperan serta dalam penanggulangan Malaria sesuai 

dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki. 

(2) Lint as sektoral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

unsur: 
a. organisasi perangkat dacrah terkait di lingkungan Pernerintah 

Daerah; 
b. institusi/lembaga pemerintah dan nonpernerintah; 

c. organisasi adat; 
d. organisasi keagamaan; 

e. organisasi kcmasyarakatan; 

f. organisasi kepemudaan; 

g. organisasi wanita; dan 

h. kelompok lainnya; 

yang mernpunyai kepedulian dalam pengendalian Malaria. 

(3) Peran serta lintas sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. pengintcgrasian upaya penanggulangan Malaria pada program atau 

kegiatan yang berkaitan; 

b. peningkatan akscs masyarakat dalam perneriksaan dan pengobatan 

Malaria; 



c. ka.mpanye dan cdukasi ke masyarakat untuk kcsadara.n deteksi dini 

dan kepatuhan minum obat Malaria, pencegahan gigitan nyamuk 

dan pengendalian jentik nyamuk; 
d. kegiatan pengelolaan lingkungan tempat tinggal yang bebas 

penularan Malaria; 
e, pembuatan regulasi atau kebijakan internal yang berkaitan dengan 

Malaria sesuai dengan ket.entuan peraturan pcrundang­ 

perundangan. 

Bagian Kedua 
Peran Serta Sektor Swasta 

Pasal 36 

(1) Sektor Swasta berperan serta dalam penanggulangan Malaria sesuai 

dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dirniliki. 

(2) Sektor Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dari: 

a. perusahaan; 
b. hotel dan tempat penginapan; 
c. rcstoran, kafe, dan warung makan; 

d. perbankan; 

e. apotek dan toko obat; dan 

f. usaha mikro, kecil clan menengah; 

(2) Peran serta sektor swasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pcmanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk 

kegiatan penanggulangan Malaria; 

b. penycdiaan material atau media inforrnasi untuk kampanyc dan 

promosi kesehatan tcntang Malaria di lingkungan tempat kerja atau 

di area publik; 
c. kegiaian kampanyc atau edukasi ke karyawan dan pekerja tentang 

Malaria dan kaitannya dengan produktivitas; dan 

d. penciptaan lingkungan bebas penularan Malaria di tempat kerja, 

Bagian Ketiga 

Membangun Kcrja Sama Mitra Potensial 

Pasa1 37 

(1) Mernbangun kerja sama dengan mitra potensial dalam penanggulangan 



Malaria sesuai dengan tugas, Iungsi dan kewenangan yang dimiliki. 

(2) Mitra potensial scbagairnana di maksud pada ayat ( 1) terdiri dari: 

a. Tentara Nasional Indonesia; 

b, Kepolisian Negara Rcpublik Indonesia; 

c. perguruan tinggi; 

d. lembaga penelitian; 
e. lembaga pendidikan dan pelatihan; 

f. lembaga/ organisasi kesehatan atau organisasi protest kesehatan; 

g. lernbaga donor; 

h. badan dunia Perserikatan Bangsa Rangsa; dan 
1. mitra pembangunan lainnya baik di tingkat dacrah, nasionaJ clan 

internasional dalam mcndukung penanggulangan Malaria. 

(3) Membangun kerja sama dcngan Tentara Nasional Indonesia dan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyebarluasan informasi, 

pemberian edukasi dan penggerakan masyarakat dalam penceganan 
Malaria. 

(4) Mcmbangun kerja sama dengan perguruan tinggi clan lembaga penelitian 

dalam melakukan kajian dan penelitian tentang Malaria untuk mcnjadi 

masukan dalam pelaksanaan program penanggulangan Malaria. 

(5) Membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan clan pelatihan 
dalam memberikan informasi clan edukasi tentang penanggulangan 

Malaria kcpada peserta pendidikan clan latihan. 

(6) Membangun kerja sama dengan lembaga/organisasi kesehatan atau 

organisasi profcsi kesehatan berperan serta dalam mensosialisasikan, 

mengintcgrasikan, dan memperkuat upaya penanggulangan malaria di 
internal organisasi, 

(7) Mernbangun kerja sarna dengan lembaga donor, lembaga badan dunia 

perserikatan bangsa-bangsa dan mitra pembangunan berperan serta 
dalam pendampingan tcknis, penguatan sistern dan kapasitas Daerah 

untuk penanggulangan Malaria. 

Bagian Kcempat 

Peran Serta Pcmerintah Kampung dan Masyarakat 

Pasal 38 

(1) Pemerintah karnpung dan masyarakat bcrpcran serta dalam elirninasi 

malaria melalui program Bela Kampung sesuai dengan tugas, fungsi dan 



kewenangan yang dimiliki. 

(2) Pcran sorta pemerintah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. penanggulangan malaria ke dalam rencana pembangunan jangka 

menengah kampung, dan rencana kerja pemerintah kampung; 

b. pengalokasian anggaran untuk penanggulangan Malaria dalam 
anggaran pembangunan dan belanja kampung sesuai permasalahan 

spesifik Malaria di tingkat kampung; dan 

c. pembentukan serta pengaktifan tim Bela Kampung dalam upaya 

Eliminasi Malaria. 

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. melakukan pcmber sihan lingkungan; 

b. kasa pada ventilasi, jendcla dan pin tu rumah; 

c. melakukan aktivitas pencegahan gigitan nyamuk di malam hari 

dengan menyediakan repelen atau lesion oles anti nyamuk; dan 

d. melaporkan jika terdapat anggota keluarga yang datang dari 

endemis malaria ke pemerintah kampung untuk selanjutnya 

dilakukan perneriksaan darah Malaria sebagai upaya pelaksanaan 

Surveilans Migrasi. 

(4) Pernerintah kampung dan masyarakat secara aktif melakukan kegiatan 

berupa gerakan atau aksi bersih lingkUngan mingguan yang berfokus 

pada genangan air untuk pengendalian jentik nyamuk. 

(5) Pemerintah kampung dan masyara.kat secara aktif melakukan aktivitas 

pencegahan gigitan nyamuk di malam hari dan mcngoptimalkan peran 

aparatur kampung, rukun warga, rukun tetangga, Kader pemberdayaan 

kesejahteraan keluarga, Kader kcschatan, dan kKader Malaria dalam 

penggerakan dan pengawasan di masyarakat. 
(6) Penyediaan repelen atau losion oles anti nyamuk untuk kegiatan 

kemasyarakatan yang berlangsung pada malam. 

(7) Dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kampung, 

rencana kerja perncrintah kampung, anggaran pembangunan dan 

belanja karnpung dan peraturan kampung tcrkait penanggulangan 

Malaria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh 

organisasi perangkat daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan 

karnpung. 
(8) Pemerintah Daerah, pemerintah kampung dan masyarakat rnelestarikan 

budaya, adat istiadat, tradisi dan kearifan lokal yang mendukung upaya 



Eliminasi Malaria. 

Bagian Kelima 

Peran Serta Pernerintah Daerah 

Pasal39 

(1) Pemerintah Dacrah bcrperan serta dalam penanggulangan Malaria 

sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki. 

(2) Peran sorta pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l] 
dilakukan dcngan menjalin kerja sama dengan berbagai pernangku 

kepentingan dan rnitra untuk mcncapai Eliminasi Malaria. 

(3) Kcrja sama antar daerah dapat dilakukan untuk daerah perbatasan, 

meliputi: 

a. mengatasi penularan kasus impor; 

b. Melakukan pertukaran pengalaman dalam Eliminasi Malaria; dan 

c. mengembangkan inovasi, 

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam nota 

kcscpahaman atau pcrjanjian kerja sama scsuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB XII 
KERJA SAMA DAERAH 

Pasal40 

Pemerintah Provirisi dan pihak ketiga dapat. rnelakukan kerja sama dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mcndukung percepatan Eliminasi Malaria 

BAl:5 XIII 
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 41 

(1) Tim koordinasi eliminasi dan badan perencanaan pembangunan daerah 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian dalam tahapan 

Elirninasi Malaria. 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara berkala dan berkcsinambungan untuk mcnilai pencapaian target, 

sasaran, indikator dan sesuai dengan rencana dan target program 



Malaria Provinsi dan nasional. 

(3) Selain Tim koordinasi climinasi dan badan perencanaan pcmbangunan 

daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1), monitoring clan evaluasi 

dapat dilakukan oleh lintas sektor organisasi perangkat daerah dengan 

mengintegrasikan ke dalam sistcm monitoring dan evaluasi yang 

terdapat pada lintas sektoral tersebut. 

Pasal 42 

(1) Bupali menyampaikan laporan tahunan sccara tcrtulis kcpada Menteri 

Kesehatan mclalui Gubcrnur t.enta.ng situasi dan capaian dari tahapan 

Eliminasi Malaria di daerahnya. 

(2) Kepala organisasi perangkat daerah terkait menyampaikan laporan 

tahunan secara tcrtulis kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah 

tentang pelaksanaan penanggulangan Malaria. 

BAB XIV 

PENGHARGAAN 

Pasal 43 

(1) Gubernur mcmbcrikan pcnghargaan terhadap Pernerintah 

Kabupaten/Kota, distrik, kampung, institusi atau indivldu yang beriasa 
dalam pelaksanaan dan pencapaian kemajuan pcncapaian Eliminasi 

Malaria. 

(2) Pemberian pcnghargaan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 J dilaku kan pad a peringatan hari ulang tahun Daerah, hari 

Malaria sedunia atau hari kesehatan nasional. 

BAB XV 

PENDANAAN 

Pasal 44 
Pendanaan penyelenggaraan kegiatan percepatan Eliminasi Malaria 

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan surnber 

dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 



BAB XVI 

SANKS] ADMINIST!<ATIF 

Pasal 45 

( 1) Apabila apotik, laboratoriurn, klinik, rurnah sakit Swasta tidak 

melaksanakan pemeriksaan, pengobatan, pemberian obat, maka 

dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis. 

(2) Apabila masih mclakukan ha! yang sama sebagaimana yang dimaksud 

pada avat (1) maka ijin operasionalnya dicabut. 
(3) Ijin operasinal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan 

kernbali setelah melakukan pengusulan ijin ulang disertai surat 

pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 

l:3Al:3 XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 46 

Pcraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua 

Barat. 
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